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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 521:43/Kep-423 - Dispangtan/ 022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan
produksi komoditas pertanian di Daerah Kabupaten
Purwakarta, dialokasikan pupuk bersubsidi bagi petani
sektor pertanian pada tahun 2023;

bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam
pengawasan yang sangat terbatas, sehingga perlu di
jamin kelancaran pengadaan, penyimpanan,
penyaluran dan penggunaannya oleh petani sesuai
peruntukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurufa dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Purwakarta tentang penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah — Daerah Kabupaten Purwakarta
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang -
undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah di ubah
dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

& 8

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah di ubah
dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Sebagai
Barang Dalam Pengawasan,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi
Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik
Lokasi;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
28 /Permentan/SR.140/5/2009 Tentang Pupuk
Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 70/Permentan/SR. 140/5/2009
tentang Perubahan atas Peraturan Pertanian Nomor
28 /Permentan/SR. 140/5/2009 Pupuk Organik,
Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanabh;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Untuk Sektor
Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertingi Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023,



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan
Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2011 Nomor 5 Seri E Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 98);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun
2009 Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 188 Seri E);

14. Peraturan Darah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

. Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Koordinasi

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Penetapan Rancangan Alokasi Pupuk Bersubsidi
Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 pada tanggal 7
Oktober 2022 antara Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan Dinas
Kabupaten/Kota Lingkup Pertanian Se-Jawa Barat serta
Penjualan Wilayah 3A PT. Pupuk Indonesia (Persero);

2 Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
521.34/Kep.672-Rek/2022. Tanggal 24 Oktober 2022
Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023.

Alokasi dan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I, Lampiran
II, Lampiran IlI, dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang
tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

Harga Eceran Teringgi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = Rp. 2.250 per kg;

b. Pupuk NPK = Rp. 2.300 per kg;

c. Pupuk NPK untuk Kakao Rp. 3.300 per Kg ;



KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal |5 Decgmber 2022

# BUPATI PURWAKARTA){

NE RATNA MUSTIKA
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Surawinata No. 30 Purwakarta Telp./Fax. : (0264) 200069
WWW pertanian.purwakartakab.go.id e-mail : dispangtan(@purwakartakab.go.id

WIBAWA KARTA RAHARJA

LEMBAR PARAF
PERIHAL : PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA DAN PENANGGUNGJAWAB

No. Nama Jabatan Paraf

1. | NANAN SUNANDAR, SH

Kepala Bidang Sumber Daya .
Pertanian

Sekretaris Dinas Pangan dan
2. | HADYANTO PURNAMA, S.Hut, MM

Pertanian i
Kepala Dinas Pangan dan
3. | Ir. SRI JAYA MIDAN, MP _
Pertanian
KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
No. Nama Jabatan Paraf
1. | DICKY DARMAWAN, SH. M.HUM Kepala Bagian Hukum v
dr. H. AGUNG DARWIS - Asisten Bidang Ekonomi dan
2, | —7"
SURIAATMAJA, M.Kes Pembangunan |
3. | NORMAN NUGRAHA Sekretaris Daerah A

fo/ 2



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

JI. Surawinata No . 30 Purwakarta Telp./ Fax : (0264) 200069

www.pertanian.purwakarta.go.id e mail : dispangtan(@purwakarta.go.id

NOTA DINAS

Kepada - Yth. Bupati Purwakarta

Dari © Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

Nomor © PT.04.01.05/ 144% /Dispangtan/2022

Tanggal : 13 Desember 2022

Perihal - Keputusan Bupati tentang Penetapan e-Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor

Pertanian Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta.

Dengan hormat kami sampaikan, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 734/Kpts/SR.320/M/09/2022. tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023, bahwa salah satu
tugas dan tanggungjawab Tim Pembina Kabupaten adalah menyusun konsep alokasi pupuk
bersubsidi tingkat kecamatan dan petani. Selanjutnya konsep tersebut ditetapkan berupa Surat
Keputusan Bupati, perkenan kiranya Ibu Bupati menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta
tentang Penetapan e-Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS
PAN PERTANIAN
pRWAKARTA




